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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 

wajib tempuh untuk melatih mahasiswa untuk menetapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai 

bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa mendapatkan 

pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan diri sebagai calon tenaga kerja yang sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

Untuk mendapatkan tenaga kerja demikian perlu adanya pengelolaan  

sumber daya manusia (SDM) yang baik, sehingga menghasilkan SDM yang 

berkualitas, disertai keterampilan serta kedisplinan yang tinggi, semua dapat 

dilakukan melalui dunia pendidikan dan pelatihan. Pelatihan itu sendiri yaitu 

Program Pengalaman Lapangan. 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang 

berhubungan dengan masyarakat khususnya dunia pendidikan dan dunia 

kerja, sehingga dapat mengidentifikasikan permasalahan dan mengatasinya 

yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia kerja.  

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja sama dengan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan harapan 

mahasiswa yang melakukan Program Pengalaman Lapangan ini dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan dengan 
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kenyataan dunia kerja. Selain itu dengan mengikuti Program Pengalaman 

Lapangan mahasiswa tersebut dapat mengembangkan ilmunya dan 

menumbuhkan rasa professional dalam kerja. 

Dengan semakin ketatnya persaingan kerja, Program Pengalaman Kerja 

Lapangan ini merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa 

pada dunia kerja. Karena dengan mengikuti program pengalaman lapangan 

maka mahasiswa tersebut tidak merasa kaku dalam bekerja. 

B. Ruang  Lingkup  Program  Pengalaman Lapangan (PPL) 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di laksanakan di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 merupakan praktek kerja yang 

dilakukan mahasiswa. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan Program 

Pengalaman Lapangan mulai tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 

2019.  

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar dalam melakukan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor wilayah DJP Sumatera 

utara I, sebelum melaksanakan PPL penulis memasuki subbag Humas untuk 

diberikan bimbingan atau arahan ruang lingkup kerja di Kantor wilayah DJP 

Sumatera utara I oleh Kepala seksi subbag Humas,  selanjutnya penulis 

ditempatkan di seksi yang terdaftar di Kantor wilayah DJP Sumatera Utara I  

yaitu di bagian Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak selama 30 hari kerja 

untuk menyelesaikan Program Pengalaman Lapangan guna memenuhi syarat 

memperoleh gelar Ahli madya (A.md). 

Pada bagian ini penulis belajar tentang pengawasan dan pemeriksaan 

pajak, diantaranya yaitu merekap rekening koran Wajib Pajak. Selain itu 
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penulis juga belajar tentang ketelitian, kecepatan, kesabaran, serta 

memperoleh masukan atau umpan baik guna memperbaiki dan 

mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani. 

C. Tujuan Dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan 

Kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di 

Kantor wilayah DJP Sumatera utara I dan penulis ditempatkan pada seksi 

pengawasan dan pemeriksaan yang berlangsung selama 30 hari kerja, 

memiliki tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) tersebut. 

Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Untuk menambah wawasan dan keterampilan serta memperoleh 

pengalaman kerja selama mengikuti kegiatan PPL. 

2. Membina hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan Kantor 

Wilayah DJP Sumatera Utara I. 

3. Untuk meningkatkan profesionalisme serta menambah pengembangan 

ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan 

4. Untuk mengaplikasikan teori-teori ilmu yang telah diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara ke bentuk praktik yang nyata di dunia kerja. 

5.  Untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi 

masalah baru yang muncul dalam dunia kerja sehari-hari guna membangun 

jiwa kerja yang tangguh, handal dan profesional. 

6. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana 

dunia kerja sesungguhnya. 
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Manfaat Kegiatan PPL adalah: 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

1. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam 

keterampilan praktek kerja. 

2. Menambah pengetahuan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Seksi 

Pengawasan dan Pemeriksaan di kantor pajak dalam  memeriksa Pajak,  

yaitu berupa ketelitian dalam memeriksa data dan kecepatan dalam 

mengerjakan data. 

3. Memperkaya pemahaman penulis terhadap dunia kerja karena mampu 

menjadi sarana orientasi yang tepat terhadap lingkungan dunia kerja yang 

nyata. 

4. Mengembangkan karakter profesional yang dibutuhkan mahasiswa untuk 

memasuki dunia kerja yang nyata. 

5. Membangun hubungan yang baik dengan pegawai Kantor wilayah DJP 

Sumatera utara I. 

b) Manfaat bagi lembaga Pendidikan 

1. Pelaksanaan kegiatan PPL ini diharapkan dapat membina hubungan baik 

dan kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, masyarakat 

luas, maupun institusi pemerintah. 

2. Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya 

manusia yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan tertentu. 
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c) Manfaat bagi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I 

1. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I bisa membantu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

2. Membantu serta meringankan beban kegiatan operasional tertentu pada 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. 

3. Meningkatkan kualitas dengan merekrut sejumlah lulusan dari lembaga 

pendidikan yang menjadi prioritas Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.   
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BAB II 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 

1. Kajian Teori 

a. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak 

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1 

pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Fungsi pajak ada 2 yaitu; 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiyaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Artinya penerimaan pajak merupakan salah satu modal dalam 

membiayai pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu 

Negara mengalami inflasi pemerintah dapat menaikkan pajak agar 

jumlah uang  yang beredar berkurang. 

b. Pemeriksaan Pajak 

Dasar Hukum  

Undang-Undang NO. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang No. 28 tahun 2007, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 No. 85 
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Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU No. 28 Tahun 2007. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksa dapat dilakukan ditempat WP (Pemeriksaan Lapangan) atau 

dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) yang ruang lingkup 

pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak baik untuk 

tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan  

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat 

kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat 

tinggal Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau 

tahun-tahun sebelumnya). 

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak dikantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi satu jenis Pajak 

tertentu pada tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat 

dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau dengan Pemeriksaan 

dengan Korespondensi. 
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Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain 

itu pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain diantaranya: 

a) Pemberian NPWP secara jabatan 

b) Penghapusan NPWP 

c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP 

d) WP mengajukan keberatan 

e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto 

f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan 

g) Penentuan WP berlokasi di daeran terpencil 

h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN 

i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 

j) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan dan/atau 

k) Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 

Wajib Pajak yang Diperiksa 

Pasal 29 UU. No. 28/2007 Wajib Pajak yang diperiksa, wajib: 

a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
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penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 

dan/atau 

c) Memberikan keterangan yang diperlukan. 

Didalam penjelasan pasal 29 UU KUP, dijelaskan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh WP apabila dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu: 

Apabila WP menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan 

menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data 

processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang 

diselenggarakan melalui pihak lain, WP harus memberikan akses kepada petugas 

pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. 

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, 

catatan dan dokumen lain, WP harus memberikan keterangan lain yang dapat 

berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. 

Keterangan tertulis misalnya: 

a) Surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

b) Keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjam sesuai dengan 

aslinya. 

c) Surat pernyataan tentang kepemilikan harta atau 
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d) Surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup 

Keterangan lisan misalnya: 

Wawancara tentang proses pembukuan WP, jangka waktu paling lama 7 

(tujuh) hari sejak tanggal permintaan/peminjaman buku-buku, catatan dan 

dokumen 

a) Apabila WP tidak menyerahkan atau meminjamkan buku-buku, 

catatan dan dokumen termasuk bukti permulaan tindak pidana 

dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) 

UU.No.28/2007. 

b) Kewajiban untuk merahasiakan pembukuan, catatan dan dokumen, 

ditiadakan untuk kepentingan pemeriksaan pajak kecuali untuk rahasia 

bank harus ada persetujuan Menteri Keuangan. 

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Hak Wajib Pajak yang diperiksa pada saat dilakukan Pemeriksaan Pajak 

meliputi (Menkeu RI 1994): 

a) Meminta kepada pemeriksa untuk menunjukkan Tanda Pengenal 

Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.  

b) Meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya 

pemeriksaan.  

c)  Meminta kepada pemeriksa mengenai rincian perbedaan hal-hal 

berdasarkan hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan Wajib Pajak di 

SPT-nya.  
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Adapun mengenai kewajiban Wajib Pajak yang berkenaan dengan 

pemeriksaan adalah sebagai berikut:  

a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas Wajib Pajak, yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan. 

b) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dipandang perlu. 

c) Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan 

untuk datang menghadiri pemeriksaan.  

d) Memberi keterangan yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan.  

e)  Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabila seluruh hasil 

pemeriksaan disetujui oleh Wajib Pajak.  

f) Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan 

tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak.  

g) Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan apabila Wajib 

Pajak menolak membantu kelancaran pemeriksaan 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) 

a) Pemeriksaan lapangan di laksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung 

dalam satu Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan SP3. 

b) Tim pemeriksa pajak terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan 

seorang anggota lebih. 
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c) Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan 

Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang 

diperiksa. 

d) Surat perintah pemeriksaan pajak diterbitkan 1 atau beberapa masa pajak 

dalam tahun pajak yang sama atau untuk 1 (satu) tahun pajak terhadap 1 

wajib pajak. 

e) Apabila karena sesuatu hal susunan Tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, 

Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak tidak perlu Mengganti Surat 

Perintah Pemeriksaan Pajak tetapi harus menerbitkan Surat Tugas kepada 

pemeriksa pajak yang ditunjuk. 

Jangka Waktu Pemeriksaan 

 

Jenis Pemeriksaan 
Jangka Waktu 

Pengujian 

Jangka waktu 
Pembahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan 
dan Pelaporan 

 

Pemeriksaan 

Lapangan 

Paling lama 6 bulan sejak 

Surat Pemberitahuan 

Pemeriksaan lapangan 

disampaikan 

 
 
 
 
 
 
Paling lama 10 hari kerja 
sejak tanggal SPHP 
disampaikan kepada Wajib 
Pajak. 

 

Pemeriksaan 

Kantor 

Paling lama 4 bulan sejak 

WP dating memenuhi 

Surat Panggilan dalam 

Rangka Pemeriksaan 

Kantor. 

Pemeriksaan atas 

keterangan lain berupa 

data konkret 

dilakukan dengan 

Pemeriksaan Kantor 

Paling lama 1 bulan sejak 

WP datang memenuhi 

Surat Panggilan dalam 

Rangka Pemeriksaan 

Kantor. 
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c. Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan ditempat WP (Pemeriksaan 

Lapangan) atau dikantor (Pemeriksaan Kantor).  

Tata Cara Pemeriksaan Lapangan: 

Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

No. PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pemeriksaan Lapangan 

Sebelum pemeriksa melaksanakan pemeriksaan lapangan, Pemeriksa pajak  

akan: 

a) Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data 

b) Identifikasi Wajib Pajak 

c) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak 

d) Mengidentifikasi masalah dan Menentukan ruang lingkup pemeriksaan 

e) Menyusun program pemeriksaan 

f) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. 

g) Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan. 

Kemudian Pemeriksa Pajak ke tempat Wajib Pajak yang di periksa yaitu: 

a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada 

WP, lampiran copy Surat Perintah Pemeriksaan serta menjelaskan 

maksud dan tujuan pemeriksaan. 

b) Pemeriksaan lapangan di laksanakan pada jam kerja, dalam hal tertentu 

dapat dilakukan diluar jam kerja. 
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Wajib pajak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk 

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa. Dan 

Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan 

penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah itu, Pemeriksa Pajak 

Berwenang dalam:  

a) memeriksa dan/atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 

pendukung lainnya termasuk keluaran atau media computer dan perangkat 

elektronik pengolah data lainnya. 

b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari WP yang diperiksa. 

c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 

menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat member petunjuk tentang 

keadaan usaha WP dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting 

serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. 

d) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila WP  atau 

wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki 

tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat 

pemeriksaan dilakukan. 

e) Meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa. 

Tata Cara Pemeriksaan Kantor 

Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 123/PMK.03/2006. Peraturan Direktur 
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Jenderal Pajak No. KEP-142/PJ/2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan 

Kantor. 

1) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dapat diterbitkan untuk 1 atau 

beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak atau untuk 1 tahun pajak 

terhadap 1 Wajib Pajak. 

2) Berdasarkan SPPP tersebut, Kepala UPPP segera memanggil Wajib Pajak 

dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak yang 

dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan oleh 

Pemeriksa Pajak. 

3) Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa 

Pajak dan Surat Perintah Pemeriksa Pajak kepada WP yang diperiksa 

4) Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Pajak harus sudah dikirimkan 

kepada WP paling lama 3 hari setelah tanggal penerbitan SPPP kepada WP 

yang diperiksa. 

5) WP harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah 

ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak dengan 

membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak 

dan dibuatkan bukti peminjaman/pengambilan dengan rinci dan jelas oleh 

pemeriksa pajak. 

6) Apabila buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam 

berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan surat 

pernyataan Wajib Pajak. 

7) Terhadap WP yang tidak memenuhi panggilan segera diterbitkan Surat 

Panggilan Kedua. 
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8) Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, Pemeriksa membuat Berita Acara 

Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak dan Kepala 

KPP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak secara jabatan. Penghasilan 

netonya dapat dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) UU.No 17 Tahun 2000. 

9) Dalam rangka Pemeriksaan Sederhana Kantor, pemeriksa dapat memanggil 

Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan buku-buku, 

catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau 

sehubungan dengan data lainnya. 

10) Pemeriksa mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan  (SPHP) 

beserta lampirannya melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa pengirim lainnya 

dan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam SPHP, Wajib Pajak 

harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas 

temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan 

Hasil Pemeriksaan (STHP). 

11) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan harus menandatangani STHP 

beserta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara 

Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkan kembali kepada kepala 

UPPP 

12) Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan 

harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan STHP kepada Kepala 

UPPP dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta 

penjelasan seperlunya. 
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13) Berdasarkan tanggapan WP, Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan 

melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya kepada Wajib 

Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka 

pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

14) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi 

oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik yang melakukan Audit atas 

laporan keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa. 

15) Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil 

Pemeriksaan beserta lampirannya berupa ikhtisar pembahasan akhir dan harus 

ditandatangani WP dan pemeriksa pajakdan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak. 

16) Dalam hal WP menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil 

Pemeriksaan, Tim pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan 

tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. 

17) Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau 

penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari 

sejak SPHP diterima Wajib Pajak. 

18) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara 

Ketidakhadiran Wajib Pajak, sebagai dasar penerbitan SKP berdasarkan hasil 

pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. 

19) Bentuk formulir diatas sudah tersedia. 
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2. Deskripsi Data 

a. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera 

Utara 1 

 Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan 

dari beberapa unit organisasi yaitu :  

a) Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak 

berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan 

kas Bendaharawan Pemerintah.  

b) Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-

barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.  

c) Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk 

melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak 

Badan.  

d) Jawatan Pajak Hasil Bumi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah 

pada Ditjen Moneter yang bertugas melakukan pengutan pajak hasil 

bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi 

Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah 

lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah IPEDA. Dengan 

keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976 

tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Jenderal IPEDA diserahkan dari 

Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada 

tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang –Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama 

menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan PBB 
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Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa 

kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah 

seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah 

ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak Kantor Wilayah seperti yang ada 

sekarang ini yang terletak di Jalan Sukamulia No.17A, Gedung Kanwil DJP 

Sumut I Lantai VII, Kel.Aur, Kec.Medan Maimun, Medan 20151. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

67PMK.012008 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132PMK.012006 Tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jederal Pajak bahwa Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1 adalah Instansi 

vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerjanya meliputi Kota Medan, Kota 

Binjai, Kabupaten Langkat, sebagian Kabupaten Karo, dan sebagian Kabupaten 

Deli Serdang, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat 

Jenderal Pajak berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2007 Kanwil DJP Sumatera Utara I mengalami Modernisasi 

Perpajakan sesuai dengan Surat Edaran SE Nomor 19TJ2007 Tentang Persiapan 

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

diseluruh Indonesia Tahun 2007-2008. Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal 

Pajak juga yaitu: 
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Visi 

Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin 

Kedaulatan dan Kemandirian Negara. 

Misi 

Adapun Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sumatera Utara I yaitu 

menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegakan hukum yang adil. 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional dan 

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

b. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera   

Utara I 

Struktur organisasi merupakan gambaran sistematika bagian-bagian, tugas dan 

tanggung jawab serta hubungan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sumatera Utara I terdiri dari: 

1. Bagian Umum 

2. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian 

3. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan 

4. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

5. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Sedangkan unit-unit kantor operasional yang berada dalam 

kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, 

terdiri dari :  

a) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan  

b) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, meliputi :  

a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 

b) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 

c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur  

d) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan  

e) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 

f) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

g) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 

h) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam 

b. Deskripsi dan Aktifitas Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumut 1 

Fungsi dan tugas Kantor Wilayah Sumatera Utara I adalah 

menyelenggarakan fungsi:  

a) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat 

Jenderal Pajak yang ada di wilayah wewenangnya. 

b) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang 

perpajakan. 

c) Pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, 

registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak serta pembinaan potensi 

perpajakan di wilayah.  
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d) Bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan.  

e) Penyelesaian permohonan keberatan, peninjauan kembali dan 

pembetulan surat ketetapan pajak.  

f) Pelaksanaan urusan banding wajib pajak.  

g) Bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan dan 

penagihan pajak. 

h) Pemeriksaan dan penagihan pajak. 

i) Pengawasan pelaksanaan atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, 

penyidikan dan penagihan pajak.  

j) Pelaksanaan administrasi kantor wilayah. 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, maka pembagian tugas 

dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur organisasi Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah: 

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding 

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan 

ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, 

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, Pengurangan seksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan 

peninjauan kembali. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengurangan, Keberatan 

dan Banding melaksanakan fungsi :  
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a) Bimbingan dan penyelesaian keberatan.  

b) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan ketetapan pajak. 

c) Bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

d) Bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi. 

e) Proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali. 

f) Bimbingan dan penyelesaian pengurangan atas pembatalan ketetapan 

pajak yang tidak benar.  

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding terdiri dari :  

a) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I  

b) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II  

c) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III  

d) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV 

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

a. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan 

Berdasarkan dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Penulis 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 04 

Maret 2019 sampai dengan 31 maret 2019 yaitu setiap hari jam kerja di 

Kanwil DJP Sumut I tersebut. Waktu yang disediakan kepada penulis 

selama berada di Kanwil DJP Sumut I Sama dengan waktu kerja pegawai 

yaitu mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Selama 

melaksanakan praktek Pengalaman Kerja Lapangan penulis ditempatkan di 

bagian seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak. Adapun bentuk kegiatan 
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yang penulis lakukan selama PPL  di Kantor Wilayah DJP Sumatera utara 

I adalah: 

a) Konsultasi bagaimana sistem kerja pada seksi Pengawasan dan 

Pemeriksaan Pajak. 

b) Merekap Rekening Koran 

c) Meneruskan surat ke bagian-bagian yang telah ditentukan. 

b. Prosedur Kerja 

Dalam melaksanakan prosedur Program Pengalaman Lapangan, 

penulis wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. 

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang dilakukan 

penulis di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I yaitu setiap hari Senin 

sampai dengan Jum’at kecuali hari libur dengan waktu yang ditentukan 

pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan wajib mengisi daftar 

hadir disetiap harinya. 

Prosedur kerja yang dilakukan penulis selama PPL di Kantor 

Wilayah DJP Sumatera Utara I adalah: 

a) Konsultasi bagaimana sistem kerja pada seksi Pengawasan dan 

Pemeriksaan Pajak. 

Konsultasi sistem kerja dilakukan untuk mengetahui program 

yang akan disampaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat 

berjalan secara efektif, efesiensi, dan sistematis di bidang 

pengawasan dan pemeriksaan pajak.  
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Sebelum melakukan pekerjaan biasanya penulis konsultasi kepada 

karyawan yang memberikan tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan pajak. 

Konsultasi nya berupa mekanisme pelaksanaan pekerjaan, menetapkan rumus 

yang dipakai saat melakukan pekerjaan yang diberikan dan memeriksa kembali 

data-data yang sudah di kerjakan. 

b) Merekap Rekening Koran 

Penulis diberikan tugas oleh karyawan di bidang pengawasan dan 

pemeriksaan pajak yaitu merekap rekening Koran. Pegawai tersebut 

memberikan data berupa rekening milik individu maupun milik badan usaha 

mengenai alur debit dan kredit, termasuk dana hasil transfer masuk atau 

keluar.  

Kemudian penulis mengerjakannya rekapan rekening Koran dengan 

menggunakan laptop penulis sendiri dan mengerjakannya pada Microsoft 

Excel dengan memakai rumus yang di berikan karyawan tersebut pada saat 

konsultasi sistem kerja. 

Rumus yang di berikan membuat penulis lebih mudah dalam 

mengerjakan rekening Koran itu. Setelah selesai mengerjakan rekapan 

rekening Koran, penulis memeriksa kembali data tersebut apakah sudah 

sesuai dengan data yang diberikan. Jika sudah sesuai maka pekerjaan penulis 

benar karena data-data yang ada sudah balance. Setelah selesai merekap 

rekening Koran maka data di simpan dan di buat di folder sesuai nama 

rekening korannya dan folder tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk 

karyawan dan diserahkan kepada karyawan yang memberikan tugas rekapan 

rekening Koran tersebut. 
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c) Meneruskan Surat ke Bagian-bagian yang telah ditentukan 

Penulis juga diberikan pekerjaan oleh karyawan di ruangan pemeriksaan 

pajak yaitu meneruskan surat ke bagian-bagian yang telah ditentukan. 

Biasanya penulis mengantarkan surat ke bagian kesektretariatan, bagian-

bagian umum, KPP Medan Kota dan KPP Medan Timur. Kemudian penulis 

meminta stempel yang merupakan bukti bahwa surat yang diantarkan penulis 

sudah diterima. Dan tanda bukti tersebut diserahkan kembali kepada 

karyawan yang memberikan tugas kepada penulis.  

c. Kendala yang dihadapi  

Kendala yang dihadapi penulis pada saat mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan karyawan dibidang pemeriksaan pajak yaitu: 

a) Pada hari pertama pelaksanaan program pengalaman lapangan, penulis 

lumayan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja 

dikarenakan penulis baru pertama kali memasuki dunia praktik 

lapangan. 

b) Adanya rasa segan kepada karyawan untuk meminta pekerjaan karena 

masih belum mengenal karyawan-karyawan yang bekerja ditempat 

penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan. 

c) Kurangnya sarana computer di ruangan Pemeriksaan Pajak di Kantor 

wilayah DJP Sumatera Utara I, sehingga penulis membawa laptop 

sendiri dari rumah ke kantor selama PPL.  

d. Upaya Pemecahannya 

a) Penulis lebih giat lagi dalam berkenalan dan tegur sapa kepada karyawan 

di Kantor wilayah DJP Sumatera Utara I terkhusus di bidang pengawasan 
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dan pemeriksaan pajak kemudian penulis lebih menggali informasi 

tentang tempat dilaksanakan program pengalaman lapangan. 

b) Penulis lebih mengenal lebih dekat kepada karyawan yang bekerja 

khususnya di bidang pengawasan dan pemeriksaan pajak untuk 

memudahkan penulis dalam bekerja. 

c) Menambah sarana dan prasarana yaitu berupa computer di ruangan 

Pemeriksaan pajak untuk anak-anak PPL, supaya tugas yang diberikan 

oleh karyawan dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat. 

4. Analisis dan Pembahasan 

 Tata Cara Pemeriksaan Pajak di Lapangan oleh Kantor Wilayah DJP 

Sumatera utara I: 

1) Tahap Persiapan Pemeriksaan 

a) Mengumpulkan dan mempelajari berkas wajib pajak (data internal 

dan eksternal) 

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai 

dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data 

internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak 

yang bersangkutan. Kemudian data-data eksternal antara lain media 

massa, internet dan bursa. 

b) Identifikasi Wajib Pajak 

Profil Wajib Pajak meliputi: Nama Wajib Pajak, Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, dan lain-lain. 
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c) Analisis Kuantitatif dan Kualitatif 

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan 

analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada 

waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan 

buku besar yang diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksanya. 

d) Mengidentifikasi Masalah dan Menentukan Cakupan (Ruang Lingkup) 

Pemeriksaan 

Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif atau kualitatif pemeriksa 

akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan 

masalah-masalah apa yang ada pada Wajib Pajak.  

e) Menyusun Program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen 

yang akan dipinjam 

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan 

atau yang pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program 

pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan 

yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. 

Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta 

cakupan yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan agar arah pemeriksaan 

tidak terlalu melebar sehingga tidak focus. Program pemeriksaan meliputi 

prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan 

pemeriksaan. Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-

buku atau catatan yang akan dipinjam kepada Wajib Pajak. 
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f) Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan 

Agar pemeriksaan berjalan lancar, maka sebelum melakukan 

pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana. 

2) Pemeriksa Pajak ke tempat WP yang akan diperiksa. 

Ketua kelompok/supervisor, ketua tim, dan anggota tim melakukan tugas 

lapangannya yaitu langsung terjun ketempat Wajib Pajak yang akan diperiksa 

dengan membawa dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lapangan kepada Wajib Pajak serta lampiran copy Surat Perintah 

Pemeriksaan. Dan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak di Kantor oleh Kantor Wilayah DJP 

Sumatera utara I: 

Pemeriksaan kantor merupakan jenis pemeriksaan yang dilakukan di 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, dimana sebelumnya petugas 

pemeriksa sudah mengirim surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang 

langsung ke kantor dan meminjamkan langsung dokumen, buku, dan catatan-

catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kemudian pemeriksa langsung 

memeriksa Wajib Pajak sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. 

Berdasarkan uraian diatas tentang Tata Cara Pemeriksaan Lapangan dan 

Pemeriksaan kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera 

Utara I telah sesuai dengan Tata Cara menurut UU Perpajakan yaitu Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak Tentang Petunjuk Pemeriksaan Lapangan dan 

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. 
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Seperti mempelajari berkas Wajib Pajak, identifikasi Wajib Pajak, 

menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak sama halnya dengan 

analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu data-data berupa laporan keuangan 

Wajib Pajak dilakukan analisis untuk menentukan beberapa perkiraan buku 

besar pemeriksanya. Kemudian mengidentifikasi masalah dan menentukan 

ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan 

buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana dan 

prasarana pemeriksaan. Kemudian dalam pemeriksaan di Kanwil DJP 

Sumatera Utara I yaitu mengirim surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk 

datang langsung ke kantor dan meminjamkan langsung dokumen, buku, dan 

catatan-catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan 

Penerapan Tata Cara Pemeriksaan Pajak di Kantor Wilayah DJP 

Sumatera Utara I baik dilapangan maupun dikantor sudah cukup baik yaitu 

melibatkan berbagai bagian sehingga saling kerjasama tim untuk 

mengkoreksi kesalahan Wajib Pajak. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil laporan, penulis akan menguraikan beberapa 

kesimpulan dan saran berkaitan dengan judul penulis yaitu “Tata Cara 

Pemeriksaan Perpajakan di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I” yaitu 

dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I yang kiranya dapat bermanfaat dimasa 

akan datang.  

Kesimpulannya sebagai berikut: 

a. Tata Cara Pemeriksaan Pajak baik dilapangan maupun di kantor yang 

dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I sudah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yaitu Tentang Petunjuk 

Pemeriksaan Lapangan dan Petunjuk Pemeriksaan Kantor. 

b. Dalam penerapan Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan yang dilakukan 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I sudah cukup baik dalam 

pemeriksaan Wajib Pajak, yaitu melibatkan berbagai bagian dalam 

pemeriksaan Wajib Pajak sehingga ada suatu kerjasama yang saling 

mengkoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya 

kesalahan atau kecurangan yang terjadi. 

c. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera 

Utara I yaitu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data  

dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
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kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dan dalam rangka melaksanakan 

ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. 

2. Saran 

Berdasarkan laporan tugas akhir yang dilakukan penulis, pada 

dasarnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan memadai, hal ini 

dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan 

keseragaman prosedur sesuai yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak dan juga 

pemenuhan fungsi pemeriksaan pajak menjadi lebih jelas. Adapun penulis 

ingin mengemukakan saran-saran yang dapat diharapkan dapat bermanfaat 

pada pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut adalah sebaiknya 

jumlah pemeriksa pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I 

ditambah, tujuannya agar pemeriksa pajak berjalan lebih efektif dan efisien. 

Selain itu dengan bertambahnya jumlah personil pemeriksa pajak diharapkan 

semua Wajib Pajak yang harus diperiksa dapat tertangani dan kebenaran 

perhitungan pajak terbukti kebenarannya.  

Selain itu juga, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dapat 

menambah sarana dan prasarana khususnya bagian pengawasan dan 

pemeriksaan pajak baik sarana dan prasarana di kantor maupun di lapangan 

pada saat pemeriksaan Wajib Pajak. Dan juga sarana computer bagi anak-

anak PPL di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I agar lebih mudah dalam 

membantu karyawan-karyawan yang ada di Kantor Wilayah DJP Sumatera 

Utara I.  
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